WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/306/HK/410.020.3/2024
TENTANG

KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM

Menimbang

Mengingat

DAERAH, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

WALIKOTA BLITAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5)
huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat (1) huruf d,
serta Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Blitar
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan
Kuasa Bendahara Umum Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

=

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum
Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Nama : PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.

NIP

19671224 198903 1 005

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan . Sekretaris Daerah Kota Blitar

Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Nama : WIDODO SAPTONO J, S.Sos., M.AB.

NIP

19710224 199703 1 004

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Keuangan

dan Aset Daerah Kota Blitar

Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Nama : LILIK SULISTYOWATI, S.E.

NIP

19710620 199803 2 006

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan pada

Badan Pendapatan, Keuangan dan
Aset Daerah Kota Blitar

Sekretaris Daerah Kota Blitar selaku Koordinator Pengelolaan

Keu

angan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, mempunyai tugas berikut:

a.
b.

i

Ben

koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

memberikan persetujuan pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

dahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA, mempunyai wewenang berikut:

a.

b.

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah;,

melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

memberikan  petunjuk teknis pelaksanaan  sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah,;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;
menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama Pemerintah Daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan
Daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan



=L

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KETUJUH : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas:

a.

b
€.
d

3

k.

menyiapkan anggaran kas;
menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

menyimpan uang daerah;

melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/
menatausahakan investasi;

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna
Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama
Pemerintah Daerah;

melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah; dan
melakukan penagihan piutang.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Desember 2024
WALIKOTA BLITAR,

fd:

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADYWIJAYA, S.H..M.H.

NIP. 197?1210 200604 1 008



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/307/HK/410.020.3 /2024
TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf g dan huruf h, ayat (3), ayat (5) huruf ¢, dan ayat
(7) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengguna Anggaran,
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

S

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia = Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Walikota ini.

Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas :



KETIGA

n.

Tgs

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan/atau perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan,

melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran,;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani Surat Perintah Membayar;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah,;

mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, mempunyai wewenang:

as

b.

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

mengadakan ikatan/perjanjian Kkerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggung jawabnya; dan

melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran
lainnya sesuai dengan Kketentuan perundang-
undangan.



